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a.

b.
C.
d.
e.

UU 11/ 2020 tentang Cipta Kerja

pemerataan hak;
kepastian hukum;
kemudahan berusaha;
kebersamaan; dan

kemandirian.

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

a.

menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan
memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan
perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat
menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya
dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan
kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan,
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja;

melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan vang
berkaitan dengan  keberpihakan, penguatan, dan
perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri
nasional; dan

melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang
berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi,
kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang
berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan
pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan
berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
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ASAS RENCANA TATA RUANG

a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. pelindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan; dan



Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan
berbagai kepentingan wvang bersifat lintas sektor, lintas
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan mewwudkan keserasian antara
struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara
kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan
pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa
penataan raang diselenggarakan dengan menjamin
kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya
tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan
generasi mendatang.




Huruf d

Yang  dimaksud dengan — “keberdayagunaan  dan
keberhasilgunaan” adalah bahwa  penataan raang
diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang
dan sumber daya wvang terkandung di dalamnya serta
menjamin terwujudnya tata ruang yvang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses
vang  seluas-luasnyva  kepada — masyarakat —untuk
mendapatkan informasi vang berkaitan dengan penataan
ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan”
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum”
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat.




Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan”
adalah bahwa penataan rang diselenggarakan dengan
berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-
undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta
melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil
dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa
penyelenggaraan penataan rmang dapat
dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya,
maupun hasilnya.
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TUJUAN RENCANA TATA RUANG

= Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan
untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
berlandaskan Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional dengan:

a. mewujudkan keharmonisan antara lingkungan
alam dan lingkungan buatan;

b. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan
sumber daya alam dan sumber daya buatan
gengan memperhatikan sumber daya manusia;

an

c. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan
pencegahan dampak negatif ternadap lingkungan
akibat pemanfaatan ruang.
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ASAS RENCANA PEMBANGUNAN

a. Pembangunan diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan.

b. Perencanaan pembangunan disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan.

c. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
diselenggarakan berdasarkan Asas Umum



TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN




TUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN

a. mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergl baik antardaerah, antarruang, antarwaktu,

antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
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ASAS PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

a. kesejahteraan;

b. keadilan dan pemerataan;

c. kenasionalan;

d. keefisienan dan kemanfaatan:

e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan:
g. kemitraan;

h. keserasian dan keseimbangan;
. keterpaduan;

| kesehatan:



TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (1)




TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (1)

a. memberikan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman;

b. mendukung penataan dan pengembangan
wilayah serta penyebaran penduduk yang
proporsional melalui pertumbuhan lingkungan
hunian dan kawasan permukiman sesuai
dengan tata ruang untuk mewujudkan

keseimbanian keientinian, terutama baii



TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (2)

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna
sumber daya alam bagi pembangunan
perumahan dengan tetap memperhatikan
Kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan
perkotaan maupun kawasan perdesaan,

d. memberdayakan para pemangku kepentingan
bidang pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman;



TUJUAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (3)

e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya; dan

f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni
dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,
aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan
berkelanjutan. |
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